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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan amerupakan vfenomena gyang sterjadi cdi tseluruh dbelahan rdunia 

sterutama eterjadi xdi fdunia oberkembang wseperti rNegara yIndonesia ddan skemiskinan 

dtermasuk zpermasalahan dyang rsangat nberagam bdan rrumit ssepanjang ssampai ssaat iini. 

nKesadaran ttentang kkemiskinan mmerupakan ssuatu ccerminan aatau ggambaran edalam 

isuatu anegara iyang udapat ymenggambarkan abahwa vNegara ytersebut umerupakan 

sNegara tyang obelum hdapat bmemberikan kkesejahteraan ibagi yrakyatnya ryang 

etercantum dan hdidasarkan upada GBHN 1993 tmenegaskan bbahwa utujuan 

tpembangunan enasional aadalah gmembangun bbangsa yang mmandiri, ssejahtera dan 

mmaju (Ardianto, 2016). 

iKemiskinan umasih imerupakan emasalah yang adialami eseluruh obelahan 

sdunia nterutama tlebih ssering uterjadi ipada onegara dberkembang. kKemiskinan pterjadi 

ltidak hhanya sberkaitan adengan torang yang rtidak idapat nmencukupi bkebutuhan 

fhidupnya esecara ylayak aatau rtidak ddapat nmembiayai jkebutuhan rhidupnya aakan 

etetapi ijuga uberkaitan idengan sadanya oketimpangan ipenghasilan dantar imasing-

masing upenduduk (Hudiyanto, 2014). 

aMasalah kkemiskinan etidak jhanya uterjadi ilebih kpada oketimpangan dan 

ppengangguran utetapi ijuga ymerupakan dsuatu amasalah uklasik yang obesar dan 

umendasar ibagi onegara-negara iberkembang di rdunia eseperti unegara Indonesia. 
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Beberapa upakar di ebidang silmu iekonomi dan usosial otelah imengembangkan dan 

umembuat oformulasi dengan emenciptakan sberbagai emacam rindikator dan 

uparameter untuk imenghitung rjumlah kpenduduk dan umengukur etingkat tkemiskinan 

isuatu unegara (Hudaya, 2009). 

Kemiskinan uyang iterjadi edi oIndonesia udisebabkan soleh ibelum 

emaksimalnya rupaya upemerintah odalam imenemukan dan umenerapkan acara suntuk 

omenanggulangi umasalah ikemiskinan dan omasyarakat ebelum imemahami ubetul 

ibagaimana acara yang udapat omasyarakat elakukan dalam supaya umengurangi 

ikemiskinan. aSalah osatu upenyebab ikemiskinan yang apaling unyata dan ikerap psekali 

aterjadi di Indonesia uyaitu ikegiatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). 

uKorupsi tmengakibatkan idana yang odialokasikan oleh epemerintah yang isemestinya 

edipergunakan untuk omengatasi ekemiskinan aakan eberkurang ibanyak usekali ibagian 

yang odapat ulangsung isampai dan pdipergunakan soleh umasyarakat dsehingga tdana 

yang udialokasikan ipemerintah kepada masyarakat tidak dapat dipergunakan secara 

maksimal untuk amenanggulangi atau omengurangi tingkat ukemiskinan (Wiguna, 

2013). 

Dilihat adari osisi olain ependidikan dialah asalah usatu imodal suntuk 

emendapatkan ikesejahteraan yang olebih abaik dalam uskala ibesar bagi onegara dan 

ekesejahteraan idalam oskala ikecil bagi diri sendiri. aJika itingkat akemiskinan osuatu 

unegara imeningkat, amaka hal itu edisebabkan karena itingkat upendidikan odalam 

inegara itersebut arendah. Dengan ukurangnya imodal opendidikan yang edimiliki dan 

ikemampuan diri yang imumpuni, maka amasyarakat sebagai opribadi upelaku 

ekonomi hanya imampu oberusaha di edalam isuatu abidang opekerjaan saja untuk 
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amembiayai ikehidupan mereka dan umasyarakat tidak imemiliki tingkat dintelektual 

tinggi untuk emengembangkan rusaha di bidang ekonomi lainnya. 

Indonesia amemiliki ujumlah ipenduduk yang osangat ubesar sebagai inegara 

eberkembang. Di negara Indonesia, ujumlah ipenduduk omiskin etercatat amasih usangat 

ibanyak dan osebagian ebesar umemiliki itempat tinggal di apedesaan dengan rakses 

yang usulit tidak hanya itu, di daerah uperkotaan dalam aProvinsi Jawa Tengah 

ipenduduk miskin yang etinggal disitu omasih utersebar cukup abanyak. 

aPulau Jawa umerupakan opusat epemerintahan pIndonesia yang 

epembangunannya di uwilayah ini eterbilang srelatif acepat uselama ini jika 

adibandingkan dengan epulau-pulau lainnya. oDibalik apembangunan yang cepat 

tersebut, itingkat ukemiskinan di Pulau Jawa ejuga lebih otinggi idibandingkan epulau-

pulau lainnya (Ardianto, 2016).  

Berikut atabel data upenduduk omiskin aprovinsi yang ada edi Pulau Jawa 

udengan iperbandingan apenduduk omiskin unasional dari etahun 2015-2016. 

Tabel 1.1 
Kemiskinan Nasional dan Provinsi se Jawa Tahun 2015-2016 

No. Provinsi/Nasional 
2015 2016 

(ribu jiwa) (%) (ribu jiwa) (%) 
1. ADKI Jakarta 412.790 4,09 358.670 4,09 
2. Ibanten 649.190 5,51 690.660 5,75 
3. UJawa Barat 4.238.960 9,18 4.485.660 9,57 
4. UJawa Timur 4.748.420 12,28 4.775.970 12,28 
5. UJawa Tengah 4.561.820 13,58 4.505.780 13,32 
6. ED.I.Yogyakarta 532.580 14,55 485.560 13,16 

Nasional 27.727.780 10,96 28.513.600 11,13 
Sumber : ABadan UPusat IStatistik (BPS) edi asetiap uProvinsi di Pulau Jawaatahun 

2016 
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Pada aTabel 1.1 umenunjukkan ibahwa Provinsi DKI Jakarta adari tahun 12015 

hingga 12016 ejumlah upenduduk omiskin yang paling sedikit yaitu tahun 12015 

sebesar 24,09% dari ototal apenduduk miskin di iProvinsi DKI Jakarta, dan pada 

tahun 12016 umasih estagnan di tingkat ipresentase ukemiskinan di Provinsi SDKI 

Jakarta yaitu sebesar 24,09%. 

APosisi ekemiskinan yang ada di Pulau Jawa utidak iterpengaruh oleh 

arendahnya utingkat opersentase akemiskinan dan ejumlah upenduduk miskin. EPosisi 

iteratas atau yang upaling asedikit bangka ekemiskinan uyang ada yaitu Provinsi DKI 

Jakarta ujika adibandingkan dengan uprovinsi yang ada di EPulau Jawa lainnya, 

ubahkan sangkanya jauh dari utingkat kemiskinan nasional hartinya, Provinsi DKI 

Jakarta etelah idikatakan berhasil dalam uhal opembangunan udikarenakan tangka 

kemiskinan di AProvinsi SDKI Jakarta uberhasil menyentuh mangka di bawah 510%. 

TAngka ukemiskinan AJawa Tengah umasih ejauh dari harapan. OBerbeda dengan 

RProvinsi DKI Jakarta, dangka ikemiskinan di Provinsi Jawa Tengah emasih berada di 

atas kangka 10% emasih terpaut jauh osekali dengan etingkat akemiskinan di Provinsi 

HDKI UJakarta. 

UBerdasarkan atabel 1.1 itersebut abahwa ukemiskinan di Jawa Tengah tahun 

32015 sebesar 113,58% dari ajumlah upenduduk miskin. SAngka tersebut emasih jauh 

dari bangka nasional 32015 sebesar 610,98%. iMasih sama halnya ditahun eberikutnya 

atingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah iterbilang masih atinggi udibandingkan 

dengan ikemiskinan enasional dan udibandingkan pula dengan atingkat kemiskinan di 

oprovinsi DKI Jakarta, hal itersebut dapat adisebabkan ekarena utidak meratanya 
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apembangunan daerah yang omengakibatkan utingkat kemiskinan di Provinsi Jawa 

Tengah amasih berada di atas angka 410%. Pembangunan di suatu edaerah dapat 

dikatakan iberhasil apabila apemerintah daerah dapat umenurunkan tingkat 

ikemiskinan hingga berada dibawah 710%. 

iOleh esebab aitu, udalam ihal sini upemerintah abelum adapat odikatakan 

isepenuhnya uberhasil edalam imenangani amasalah okemiskinan ukhususnya adi 

SProvinsi YJawa Tengah. EPemerintah odiharapkan alebih umemberikan aperhatiannya 

iterhadap uupaya ipengentasan akemiskinan ukhususnya di RProvinsi Jawa Tengah 

umengingat itingkat akemiskinan yang umasih atinggi di uprovinsi etersebut. WAdapun 

supaya iyang adapat udilakukan eguna umenurunkan otingkat ekemiskinan yaitu 

imengetahui afaktor-faktor uapa saja yang edapat amempengaruhi tingkat ikemiskinan 

osehingga dapat adirumuskan ekebijakan yang aefektif dapat imenurunkan tingkat 

ukemiskinan ikhususnya di Provinsi Jawa Tengah umeliputi Kabupaten/Kota di 

Provinsi tersebut. RPemerintah telah umembuat kebijakan amengeluarkan Undang-

Undang dan ibeberapa program nasional yang di adalamnya terdapat ubeberapa 

faktor yang amempengaruhi kemiskinan. RBeberapa ifaktor yang diduga 

omempengaruhi tingkat akemiskinan antara lain itingkat pendidikan, atingkat 

pengangguran, akesehatan serta iupah minimum. (Sumodiningrat, 1999) 

Di abidang iketenagakerjaan, ubeberapa okebijakan atelah idibuat uguna 

amengentaskan umasalah okemiskinan isalah esatunya uadalah ikebijakan iupah 

uminimum. iTujuan openerapan okebijakan mupah ominimum idaerah adalah untuk 

emeningkatkan ikesejahteraan apara upekerja isehingga odapat umengurangi tingkat 

kemiskinan. aKebijakan upah iminimum lebih uditujukan epada pencapaian 
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okebutuhan hidup yang ilayak dengan omemperhatikan tingkat uproduktivitas 

seseorang dan ipertumbuhan dekonomi yang lebih baik. pOleh asebab itu, tujuan 

upemerintah umenerapkan ikebijakan upah uminimum adalah esalah satu bupaya 

pemerintah dalam omengentaskan kemiskinan, idengan cara omenghitung kebutuhan 

edasar masyarakat dan usebagai pelindung ososial dengan amenghitung kebutuhan 

ipendidikan dan etransportasi. 

Tabel 1.2  
Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2012-2016 (Rupiah) 
Tahun KHL UMK 
2012 650.603 620.705 
2013 726.350 701.300 
2014 841.890 800.538 
2015 940.375 914.275 
2016 1.0777793 1.066.603 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 

ITingkat MUpah AMinimum dan ekebutuhan ahidup ilayak meningkat tiap 

tahunnya, idapat dilihat upada Tabel 1.2, epada tahun 2012 sebesar Rp. 650.603, 

mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu  menjadi sebesar Rp. 726.350. 

Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp.841.890 dan terus 

meningkat pada tahun 2015 otingkat gupah uminimum asebesar Rp. 914.275 dan 

imeningkat umenjadi Rp. 1.066.603 ipada tahun 2016. OHal ini emenunjukkan ibahwa 

upemerintah Provinsi UJawa ITengah umenerapkan okebijakan yang tepat suntuk 

mengurangi ajumlah upengangguran yang eberdampak pada imenurunnya angka 

ukemiskinan di EProvinsi Jawa Tengah. 

UPemerintah atelah imenerapkan ukebijakan odengan umeningkatkan itingkat 

supah iminimum usetiap itahunnya, anamun hhal itersebut edirasa umasih obelum 
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imencukupi ukebutuhan ohidup yang alayak ibagi omasyarakat. ESehingga sangka 

ikemiskinan di Provinsi IJawa UTengah amasih icukup tinggi. EMaka dari itu, 

Idiperlukan okerjasama pekerja/buruh, opengusaha dan ipemerintah untuk umenyikapi 

penetapan upah iminimum dengan itujuan mensejahterakan, aserta ipemerintah adapat 

imenjaga operkembangan dan emengontrol peningkatan alaju perekonomian idengan 

baik. Upah tenaga okerja yang didapat irendah dan adirasa belum bisa runtuk 

memenuhi ekebutuhan hidup yang menyeluruh idikarenakan beberapa ahal seperti 

umasih rendahnya tingkat defisiensi imasing-masing perusahaan, emenyangkut pada 

umasih irendahnya akeahlian masing-masing ipekerja, adan menyangkut pada isistem 

apengupahan yang tidak utepat. (Sumarlin, 2010) 

ITidak uhanya SUpah IMinimum Kabupaten/Kota, ajumlah ipengangguran yang 

eberkurang juga dapat imenurunkan angka ikemiskinan di suatu enegara atau uwilayah. 

OPengangguran ialah iseseorang atau usekelompok orang yang esedang amencari 

pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. EDua hal ini, apengangguran dan 

ikemiskinan merupakan dua umasalah yang saling uberkaitan satu sama lain. SApabila 

tingkat epengangguran bertambah, omaka akan uturut menambah angka okemiskinan 

karena upengangguran merupakan aseseorang yang tidak imemiliki pendapatan 

usehingga seseorang tersebut ntidak umempunyai penghasilan untuk imencukupi 

akebutuhannya. (Wiguna, 2013) 
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tTabel 1.3  
aTPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan uTPAK (Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja) sJawa Tengah eTahun 2012-2016 
yTahun iTPT (%) tTPAK (%) 

12012 6,21 70,60 
12013 7,07 70,15 
12014 15,61 71,26 
2015 6,01 70,43 
2016 5,68 69,68 

ASumber : IBPS IProv.UJawa ITengah Tahun 2016 

EDilihat dari tabel 1.3 adi atas idapat udiketahui abahwa TPT (Tingkat 

Pengangguran Terbuka) adari itahun 2012 usampai 2016 imengalami afluktuatif 

udimana ipada atahun 2012 angka ATPT Jawa ITengah asebesar 6,21%. ISetelah itu 

umeningkat opada tahun 2013 iyaitu imenjadi 7,07%. ANamun usedikit berbeda pada 

itahun 12014, atingkat upengangguran di itahun ini amengalami upenurunan menjadi 

5,61%. Pada tahun 2015 menjadi sebesar 6,01% dan pada tahun 2016 angkanya 

menurun menjadi 5,68%. EDengan umenurunnya itingkat pengangguran 

imengindikasikan ujumlah pengangguran aberkurang dan ilaju perekonomian 

asemakin baik. 

ATingkat IPartisipasi DAngkatan UKerja omenggambarkan ipersentase ujumlah 

sangkatan ukerja terhadap ependuduk usia kerja. EBerdasarkan data yang diperoleh 

dari ABPS, aselama tiga utahun terakhir fangka Tingkat APartisipasi Angkatan UKerja 

terus mengalami epenurunan, hal itu udiindikasikan dengan imenurunnya Tingkat 

APartisipasi Angkatan IKerja tersebut dimana borang yang saktif secara ekonomi 

usemakin menurun tiap atahunnya. Berdasarkan atable 1.3 angka UTingkat Partisipasi 

MAngkatan Kerja Jawa Tengah apada tahun 2012 sebesar 70,60% inamun terjadi 

openurunan 0,45% di tahun 2013 amenjadi 70,15%. APada tahun 2014 iterjadi 
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peningkatan menjadi 71,26%, namun pada tahun 2015 menurun menjadi 70,43% 

dan terus menurun pada tahun 2016 hingga sebesar 69,68%, hal ini 

imengindikasikan semakin uberkurangnya masyarakat iyang tergolong adalam 

angkatan pekerja ayang aktif usecara ekonomi. 

PAda beberapa uhal yang merupakan sindikator dari ikemiskinan yaitu KUpah 

Minimum AKabupaten/Kota dan Pengangguran yang umenjadi pacuan dalam 

perkembangan pembangunan ekonomi yang imenjadi tonggak dalam peningkatan 

ipertumbuhan vekonomi, namun umasih terdapat beberapa uvariabel lainnya yang 

ajuga sangat iberpengaruh terhadap upeningkatan pembangunan suatu wilayah atau 

negara salah satu contohnya yaitu ivariabel pendidikan. APendidikan memiliki 

uperanan penting suntuk meningkatkan ikemampuan suatu negara berkembang 

dalam imenyerap ilmu dalam omenerapkan ateknologi modern idan mengembangkan 

ukapasitas bagi terwujudnya ipertumbuhan dan opembangunan yang evital sebagai 

sinput bagi fungsi produksi pagregat (Todaro, 2011). UPendidikan edapat 

mempengaruhi ibanyaknya pendapatan korang-orang yang berpendidikan dan ijuga 

menambah anilai produksi dalam usuatu perekonomian. ESemakin tinggi pendidikan 

eseseorang maka akan aberpengaruh pada pendapatan yang akan iditerimanya nanti. 

USelain itu, pendidikan berpengaruh dengan seseorang adapat membaca, 

berpendapat, iberkomunikasi dan seseorang akan lebih adiperhitungkan oleh torang 

lain dan isebagainya. HOleh sebab itu, ependidikan sangat iberperan penting dalam 

upembangunan iperekonomian (Todaro, 2011). 

APengangguran idapat adiatasi dengan utingkat pendidikan. IPendidikan 

merupakan salah usatu kebutuhan iprimer yang cukup apenting, apabila utingkat 
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ipendidikan seseorang atinggi, maka useseorang tersebut itentunya akan mempunyai 

silmu dan iskill yang lebih memadai untuk esiap bekerja. Selain itu, uberani untuk 

ibersaing dengan uyang lain karena adianggap mempunyai ikeahlian yang alebih baik 

sehingga bangka pengangguran iberkurang dan osecara langsung dapat imenurunkan 

tingkat kemiskinan. Pendidikan awajib belajar 9 utahun masih sangat uperlu 

diterapkan muntuk menunjang pendidikan dasar wajib obelajar 9 tahun bagi 

golongan torang kurang amampu dalam ekonomi. Dapat edilihat, fenomena yang 

iterjadi sekarang tidak eseimbangnya antara jumlah penduduk yang umencari 

pekerjaan dengan ijumlah lowongan pekerjaan yang atersedia sehingga imenuntut 

seseorang untuk imemiliki skill dan bilmu yang lebih banyak tagar idapat bekerja. 

Tabel 1.4                                                                                               
  Data iPendidikan yang aDiplot Rata-Rata aLama Sekolah udi Jawa 

Tengah oTahun 2012-2016 
Tahun Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 

12012 16,75 
12013 6,78 
12014 17,39 

 

2015  6,93 
2016  7,03 

ISumber: ABPS AProv.IJawa UTengah Tahun 2016 

ABerdasarkan itabel 1.4 adiketahui ubahwa sindikator ipendidikan ayang diukur 

dengan rata-rata ulama isekolah mengalami uperbedaan setiap otahunnya, dapat 

udikatakan Pemerintah ADaerah Jawa Tengah isudah cukup uberhasil dalam 

imewajibkan program pendidikan udasar wajib 9 tahun emeskipun tampaknya imasih 

terdapat banyak upertanyaan besar imengenai apenyerapan peserta ididik melalui 

uprogram ipemerintah. 
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OPerlunya upemerintah adaerah melakukan ipengkajian secara akhusus 

mengenai ubesarnya daya eserap pendidikan dan imeningkatkan kualitas usebagai 

bentuk edari upaya buntuk menggambarkan aseberapa besar jumlah ipenduduk buta 

ahuruf dan paksara di Provinsi Jawa Tengah. Secara agaris besar, ipemerintah 

umenggalakkan program ependidikan dasar awajib 9 tahun aguna mengentaskan 

upermasalahan penduduk obuta huruf dan kaksara di Provinsi EJawa ITengah. 

APembangunan rekonomi suatu uwilayah sangat edipengaruhi doleh akualitas 

sumber adaya manusia. Sumber daya umanusia yang eberkualitas adapat berpengaruh 

aterhadap pembangunan dekonomi di suatu awilayah. Sementara pitu, kualitas isumber 

daya manusia udapat dilihat dari asegi fisik dan unon fisik. Segi ufisik disini iyang 

dimaksudkan sadalah kualitas afisik yang iharus ditingkatkan, ubisa melalui aprogram 

kesehatan dan ugizi. ASehingga adiharapkan uprogram tersebut iberhasil dan dapat 

mempengaruhi bangka harapan hidup umanusia karena semakin isehat seseorang 

atau semakin baik gizi iyang diterima aseseorang maka takan semakin ulama usia 

manusia asedangkan dari segi onon fisik dapat dicerminkan umelalui pendidikan 

ayaitu sumber daya manusia yang pada perlu dikembangkan akarena semakin tinggi 

utingkat ipendidikan seseorang maka lakan semakin tinggi peluang runtuk seseorang 

imemperoleh pekerjaan. Dalam ahubungannya adengan tingkat ukemiskinan, wapabila 

semakin tinggi etingkat pendidikan seseorang dan kesehatan abadan individu umaka 

produktivitas tindividu tersebut akan ameningkat, dapabila produktivitas imeningkat, 

mereka dakan giat bekerja, dan edengan bekerja itu lah acara untuk memperoleh 

pendapatan duntuk memenuhi akebutuhan hidupnya, akarena dapat memenuhi 
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ikebutuhan sini lah, mereka dapat terhindar adari lingkaran ikemiskinan. (R. Astuti, 

2015) 

ABerdasarkan ulatar abelakang yang idibahas adiatas, ipenelitian sini berusaha 

amengidentifikasi avariabel-variabel yang idapat menurunkan ajumlah penduduk 

emiskin di IJawa UTengah. IVariabel-variabel dalam upenelitian sini meliputi rupah 

minimum akabupaten/kota, tingkat ipendidikan, opengangguran dan ikesehatan 

(angka harapan hidup), yang usekiranya adapat imembantu menurunkan dan 

imemecahkan masalah ukemiskinan. Oleh karena itu ipenulis mengambil ujudul 

“ADETERMINAN  UKEMISKINAN ATAHUN 12012-12016 (AStudi AKasus 35 

UKabupaten/Kota di UProvinsi AJawa ITengah)”. 
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B. Rumusan Masalah 

ABerdasarkan ilatar obelakang imasalah tersebut, umaka irumusan masalah 

dalam pelitian ini adalah: 

1. ABagaimana ipengaruh RUpah AMinimum IKabupaten/Kota terhadap atingkat 

ukemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 12012 sampai tahun 12016? 

2. IBagaimana ipengaruh ITingkat APengangguran UTerbuka terhadap otingkat 

ikemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 12012 sampai tahun 12016? 

3. OBagaimana upengaruh APendidikan terhadap itingkat kemiskinan di AJawa ITengah 

dari tahun 12012 sampai tahun 12016? 

4. ABagaimana ipengaruh AKesehatan (Angka Harapan Hidup) iterhadap itingkat 

akemiskinan di Jawa Tengah dari etahun 12012 sampai tahun 12016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

UTujuan yang tingin idicapai adengan openelitian sini tadalah: 

1. RUntuk amengetahui ipengaruh RUpah IMinimum OKabupaten/Kota terhadap tingkat 

ukemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 22012 sampai tahun 22016. 

2. MUntuk umengetahui opengaruh ITingkat IPengangguran ATerbuka terhadap tingkat 

ukemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 22012 sampai tahun 22016. 

3. KUntuk imengetahui apengaruh EPendidikan terhadap atingkat ukemiskinan di AJawa 

ATengah dari tahun 22012 sampai tahun 22016. 

4. SUntuk omengetahui ipengaruh AKesehatan (Angka Harapan Hidup) uterhadap 

tingkat ikemiskinan di AJawa ITengah dari tahun 22012 sampai tahun 32016. 
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D. Manfaat Penelitian 

UDalam ppenelitian ayang sakan dilakukan, akiranya idapat umemberikan 

kegunaan isebagai berikut: 

1. ASebagai igambaran bagi upemerintah provinsi UJawa ITengah tentang afaktor-

faktor dapa saja ayang dapat imempengaruhi kemiskinan adalam rangka 

umerancang kebijakan adan pengambilan ikeputusan dalam apembangunan 

ekonomi idaerah maupun ulingkup nasional. 

2. Sebagai rtambahan upengetahuan imengenai obesarnya ipengaruh SUpah Minimum 

AKabupaten/Kota, ITingkat Pengangguran OTerbuka, IPendidikan dan EKesehatan 

(Angka Harapan Hidup) terhadap EKemiskinan di EProvinsi EJawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


